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RINGKASAN

AKIBAT HUKUM PERJANJAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA

Oleh:
Leni,! Mirza Satria Buana 2, Noor Hafidah 3

Penyeludupan hukum melalui perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama di
Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam upaya penguasaan atas tanah dan bangunan
di Indonesia menimbulkan kerugian bagi masyarakat Indonesia yang telah diketahuinya
bahwa hal tersebut adalah bentuk penyimpangan atau penyelundupan hukum dan
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik keperdataan ataupun
pertanahan. Perjanjian. Berdasarkan keabsahannya, perjanjian nominee samasekali tidak
dikena dalam sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum perjanjian Indonesia,
dan tidak ada pengaturan secara khusus dan tegas, sehinggadapat dikatakan mengandung
pengertian yang kosong/norma kosong, karena perjanjian nominee dapat dikatagorikan
sebagai penyeludupan hukum.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui keabsahan dan perbandingan
perjanjian nominee di Indonesia dengan negara-negara lain,serta menganalisis
berdasarkan sistem hukum dan aturan hukum dari negara-negara lain sehingga dapat
dibandingkan dan diambil sebagai contoh yang dapat memperlengkapi peraturan
perjanjian di Indonesia. Pendlitian ini juga mendliti akibat hukum dari perjanjian pinjam
nama (nominee) oleh warga negara asing dan akibat hukum bagi Notaris yang terlibat
dalam pembuatan akta notaril perjanjian nominee di dalam upaya penguasaan hak milik
atas tanah di Indonesia berdasarkan contoh kasus nyata.

Akibat Hukum, lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
Berdasarkan contoh kasus, seorang notaris diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat
hukum dari perbuatan penyimpangan atau penyeludupan hukum yang melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan baik keperdataan ataupun pertanahan yaitu,
dengan sengaja memberi jalan menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku agar
warga negaa asing dapat memiliki hak atas tanah secara langsung dengan menggunakan
Akta Notarig/ Perjanjian Notaril.
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LEGAL CONSEQUENCE OF NOMINEE AGREEMENT BETWEEN FOREIGN
CITIZEN AND INDONESIAN CITIZEN
By
Leni®, Mirza Satria Buana®, Noor Hafidah®
Master of Notarial Studies Program, Lambung Mangkurat University. 115 pages

ABSTRACT
Kevwords: Nominee Agreement, Foreign Cirizen, Indomesian Citizen. Notary Public

Land acquisition in Indonesia based on positive law is regulated for Indonesian citizens
and also foreign citizens, but only specially in a form of right of usufruct and right of
lease but onky specifically in the form of usufructuary right and lease right, nevertheless
there are still many foreigners who want secretly to have ownership right to land which
is certainly contrary to positive law in Indonesia, namely by using a nominee agreement
or name borrowing agreement. The objective of this rescarch are to analvze the
comparative study of validity of nominee agreement in Indonesia with other countries
(Singapore, Thailand, the Philippines, Malaysia, U.K.) and how o resolve cases of
nomines agreements involving notaries with parties involved in Indonesia and how to
resolve the cases of nominec agreement by involving Notaries Public with parties
involved in Indonesia. The research method used is a normative legal research. The
resufts of this rescarch analysis are firstly, nominee agreement is completely unknown in
the Indonesian legal system, especially in Indonesian contract law, so it can be concluded
that there is vacuum of law because nomines agreements can be categorized as fravdulent
creation of point of contacts (fraus legis). Secondly, the legal consequence for a Notary
Public involved in making a nominee agreement as an effort of fraudulent creation of
point of contacts is the Notary Public is obliged to be held liable for his action, namely
sich agreement shall be legally anmulled and he is punished to pay for losses made
without revocation of the position of Notary Public. Thus, the government needs to make
a regulation on nominee agreement, cspecially related to land rights and the Indonesian
government follows the steps of the Thailand and The Philippines governments which
specifically prohibit all forms of nominee practices by adding a provision in the Basic
Agrarian Law. There is also a need for more commensurate sanction for a Notary Public
involved in fraudulent creation of point of contacts (fraus (eps
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AKIBAT HUKUM PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING
DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA

ABSTRAK

Oleh:
Leni*, Mirza Satria Buana®, Noor Hafidah ¢

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kata Kunci: Perjanjian Nominee; Warga Negara Asing; Warga Negara Indonesia; Notaris

Penguasaan atas tanah di Indonesia secara hukum positif diatur untuk warga negara Indonesia
dan juga untuk warga negara asing, namun hanya khusus dalam bentuk hak pakai dan hak sewa,
namun masih banyak warga asing yang ingin memiliki hak milik atas tanah yang tentunya
bertentangan dengan hukum positif di Indonesia secara diam-diam, yaitu dengan cara
menggunakan perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama. Sehingga penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana perbandingan keabsahan antara perjanjian
nominee di Indonesia dengan negara-negara lain (Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia,
Inggris) dan bagaimana penyelesaian kasus perjanjian nominee yang melibatkan Notaris
dengan pihak yang terlibat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
mni adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis pembahasan ini adalah
pertama, perjanjian nominee sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia
khususnya dalam hukum perjanjian Indonesia, sehingga dapat dikatakan mengandung
pengertian yang kosong/norma kosong, karena perjanjian nominee dapat dikatagorikan sebagai
penyelundupan hukum. Kedua, akibat hukum untuk Notaris/PPAT yang terlibat dalam
pembuatan perjanjian nominee dalam upaya penyeludupan hukum, Notaris diwajibkan
mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum yakni dengan dibatalkannya secara
hukum dan dihukum untuk membayar kerugian yang dibuat tanpa pencabutan jabatan Notaris.
Sehingga pemerintah perlu untuk membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai
perjanjian pinjam nama (nominee) terutama terkait dengan hak atas tanah dan pemerintah
Indonesia mengikuti langkah pemerintah Thailand dan Filipina yang secara khusus melarang
segala bentuk praktik pinjam nama (nominee) dengan menambahkan ketentuan dalam UUPA.
Perlu juga adanya sanksi yang lebih sepadan untuk Notaris yang terlibat dalam penyelundupan
hukum.
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